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ABSTRAK
Undang-undang Pendidikan Kedokteran menyatakan bahwa residen memiliki hak atas perlindungan hukum, waktu istirahat 
dan insentif finansial atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Residen di rumah sakit berperan ganda sebagai peserta 
didik sekaligus profesional pemberi asuhan kepada pasien. Ketidakjelasan status residen sebagai mahasiswa atau pekerja 
melatarbelakangi belum tersedianya standar pola pemberian insentif untuk residen di Indonesia meskipun telah diterbitkan 
berbagai regulasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan benchmark terhadap status 
hukum, pola pemberian insentif, jam kerja dan waktu istirahat residen di delapan negara serta merumuskan rekomendasi model 
sebagai bahan penyusunan standar dan kebijakan yang dapat diterapkan di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Penelitian 
ini merupakan desk research yang menggunakan metode scoping study untuk penelusuran dokumen dan sintesis informasi. 
Berbagai negara menerapkan sistem berbasis rumah sakit dengan status residen sebagai pekerja yang terintegrasi dalam sistem 
kesehatan nasional dibawah kementerian kesehatan negara tersebut. Pembiayaan kegiatan pendidikan dan insentif residen 
di berbagai negara dapat berasal dari asuransi kesehatan nasional atau anggaran belanja pemerintah. Besaran insentif yang 
diberikan serupa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dari negara tersebut dengan pola yang bersifat progresif 
sesuai dengan pencapaian tahapan pendidikan residen tersebut. Berbagai negara memiliki regulasi yang mengacu pada standar 
dalam pembatasan jam kerja dan waktu istirahat untuk residen. Rincian terkait insentif, jam kerja, waktu istirahat, serta hak 
dan kewajiban lainnya tertuang dalam kontrak individu residen dengan pemberi kontrak. Indonesia dapat mengadopsi pola 
pemberian insentif residen dengan penyesuaian terhadap struktur dan organisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kata kunci: Residen; Status Hukum; Insentif; Jam Kerja; Scoping Study

ABSTRACT
The Law of Indonesia Number 20 Year 2013 on Medical Education states that residents are entitled for legal protection, 
rest period and financial incentives for medical services they provided. Residents in teaching hospitals has a dual role of a 
student and a healthcare provider. The unclear legal status of a resident being a student or a workforce precedes the lack 
of governance regarding financial incentives for resident in Indonesia despite the precense of various regulations. The aim of 
this research is to perform a benchmark of how legal status, financial incentives system, work and rest hours of residents in 
eight countries around the world and recommend a system model to be adapted in teaching hospitals in Indonesia. Descriptive 
qualitative approach was used in this desk review research. Scoping study method was applied in literature searching and 
analysis. Countries mainly used hospital-based system for residency training. The residents were considered as healthcare 
worker in respective national healthcare system. Funding for resident training and salary is provided by either health 
insurance or government budget. The amount of salary provided to residents were similar to Gross Domestic Product (GDP) 
per capita of the country, with increments according to stages of residency. Countries have published recommendations and 
regulations for resident duty hour. Detalis of salary, incentives, benefits and responsibilities of the resident were inscribed in the 
contractual agreement between resident and employer. Indonesia could adopt approaches from other countries in providing 
incentives for residents with modifications in accordance with the structure and governance specified in existing regulations.

Keywords: Residents; Legal Status; Incentives; Duty Hour; Scoping Study

PENDAHULUAN
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 
membawa reformasi dan penataan kepada 
sistem pendidikan kedokteran di Indonesia 
untuk menghasilkan dokter yang berkualitas, 
memenuhi kebutuhan dokter di berbagai daerah 
serta meningkatkan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran. Undang-
undang pendidikan kedokteran merupakan 
bagian dari Undang-undang nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(1). 

Undang-undang pendidikan kedokteran mengatur 
bahwa pendidikan kedokteran merupakan bagian 
dari pendidikan tinggi atau berbasis universitas 
(university based). Pendidikan dokter spesialis 
merupakan bagian dari pendidikan kedokteran, 
sehingga peserta pendidikan dokter spesialis 
(residen) memiliki status hukum sebagai peserta 
didik. Dalam menjalankan proses pendidikan, 
residen memiliki hak untuk memperoleh 
perlindungan hukum, waktu istirahat serta insentif 
atas pelayanan kesehatan yang diberikan(1).

Bentuk perlindungan hukum untuk residen 
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merupakan penerbitan surat izin praktek khusus 
yang wewenangnya ditentukan oleh ketua 
program studi sesuai dengan capaian pendidikan 
residen tersebut. Bentuk perlindungan hukum ini 
sama dengan dokter atau dokter lainnya yang 
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pada 
regulasi ini, seorang residen memiliki status hukum 
sebagai tenaga kerja pemberi layanan kesehatan.

Status hukum residen yang tidak jelas antara 
peserta didik dan pekerja memiliki berbagai 
konsekuensi dalam operasional pelayanan rumah 
sakit pendidikan(2). Pelayanan kesehatan di 
rumah sakit pendidikan tidak dapat dipisahkan 
dari pendidikan tenaga kesehatan di dalamnya. 
Residen di Indonesia telah masuk dalam siklus 
manajemen rumah sakit pendidikan, akan 
tetapi kinerja residen terhitung sebagai kinerja 
dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dalam 
perhitungan jasa medis(3). 

Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 
sudah mewajibkan rumah sakit pendidikan untuk 
memberikan insentif finansial kepada residen atas 
pelayanan kesehatan yang mereka berikan(4). 
Standar pendidikan dokter spesialis juga memuat 
bahwa pola pemberian insentif untuk residen 
ditetapkan oleh rumah sakit pendidikan tempat 
diselenggarakannya program pendidikan dokter 
spesialis tersebut(5). Rumah sakit pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan residen 
adalah rumah sakit milik pemerintah dengan pola 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
(BLU). Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penetapan 
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan 
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum 
mengatur bahwa insentif hanya bersifat tambahan 
pendapatan di luar gaji atau honorarium yang 
diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai, 
dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas 
dengan dana yang bersumber dari penerimaan 
negara bukan pajak sesuai dengan kemampuan 
BLU tersebut(6). Status residen di rumah sakit 
pendidikan saat ini tidak memenuhi eligibilitas 
sebagai penerima insentif.

Beberapa rumah sakit di Indonesia sudah 
pernah berupaya untuk memberikan insentif 
kepada residen. Rumah Sakit Umum Pusat 
Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada 
tahun 2016 memberikan insentif berdasarkan 
capaian tahapan kompetensi residen tersebut(7), 
namun berhenti untuk memberikan insentif pada 
tahun 2019. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Moewardi memberikan insentif sesuai dengan 
kebijakan eksternal rumah sakit pendidikan dari 
Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2015 selama 

6 bulan. Distribusi insentif di RSUD Moewardi 
tidak memiliki pola, diberikan kepada semua 
residen setiap bulan dengan nominal yang sama 
lintas program studi dan tahapan. Sumber dana 
pemberian insentif di RSUD Moewardi berasal dari 
pendapatan pelayanan kesehatan non-paviliun(8). 
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito juga 
pernah memberikan insentif finansial sebesar Rp. 
200.000,- secara informal dari departemen atau 
kelompok staf medis masing-masing departemen. 
Insentif tersebut diberikan secara insidental 
menjelang lebaran(2). 

Ditemukannya variasi penerapan kebijakan 
pemberian insentif residen antara berbagai rumah 
sakit pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa 
belum tersedia sebuah rujukan tentang pola 
pemberian insentif residen. Penelitian ini bertujuan 
untuk melakukan studi banding pada berbagai 
negara terkait status hukum, pola pemberian 
insentif dan waktu istirahat untuk mencari model 
yang dapat diterapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan rancangan scoping study. Penelitian 
berjalan pada bulan September-Oktober 2020 
setelah memperoleh izin dari komisi etik FK-KMK 
UGM. Penelusuran literatur dilakukan dengan 
menggunakan search engine “PubMed” dan 
“Google Scholar”.  Strategi penelusuran dilakukan 
dengan menggunakan kata kunci: “medical 
resident”, “legal status”, “duty hour”, dan “financial 
incentive”. Penelusuran data pada PubMed 
menggunakan Medical Subject Header (MeSH) 
dengan kata kunci pada gambar 1. 

(“Medical Staff, Hospital”[Mesh]) AND ((“Salaries 
and Fringe Benefits”[Mesh]) OR (“Physician 
Incentive Plans”[Mesh]) OR (“Jurisprudence/

legislation and jurisprudence”[Mesh]))

Gambar 1. Strategi Penelusuran Informasi
Penelitian ini melihat bagaimana sistem 

pendidikan, status hukum, pola pemberian insentif, 
jam kerja dan waktu istirahat residen di Amerika 
Serikat, United Kingdom, Belanda, Australia, 
Jepang, Tiongok, Singapura dan Indonesia. 
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jurnal 
atau artikel ilmiah, dokumen atau informasi resmi 
yang berasal dari pemerintah, organisasi profesi, 
atau institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan 
pendidikan residen dengan. Kriteria eksklusi 
adalah informasi yang diperoleh dari forum dan 
blog pada situs tersebut. Batasan tahun literatur 
yang diikut sertakan pada penelitian ini adalah dari 
tahun 2000-2020.

Informasi yang diperoleh kemudian dilakukan 
ekstraksi data menggunakan formulir dan dummy 
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table untuk menggambarkan pola pemberian 
insentif di negara tersebut. Pelaporan hasil 
penelitian mengikuti standar Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)(9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Hasil Penelusuran 
Telah dilakukan penelusuran literatur dengan 

alur seleksi yang tertera pada gambar 1.  Data 
diekstraksi menggunakan formulir ekstraksi 
dan kemudian dikelompokkan berdasarkan 
negara dan dinarasikan berdasarkan tema yang 
menggambarkan sistem pendidikan, status 
hukum, pola pemberian insentif, jam kerja dan 
waktu istirahat residen di negara tersebut. 
Regulasi terkait tata kelola residen di Indonesia 
yang diperoleh melalui kontak pribadi peneliti 
diikutsertakan sebagai artikel tambahan untuk 
membantu dalam sintesis informasi. 

Sintesis informasi dilakukan dengan 
membandingkan informasi antar negara terkait 
pola pemberian insentif, jam kerja dan waktu 
istirahat residen dan mencari tema umum yang 
muncul pada perbandingan pola. Tema umum 
yang ditemukan kemudian dijadikan dasar untuk 
penyusunan rekomendasi model yang dapat 
diterapkan di Indonesia.
Amerika Serikat

Sistem pendidikan residen di Amerika Serikat 
dapat berbasis rumah sakit (hospital-based), 
perguruan tinggi (university-based), rumah sakit 
yang terafiliasi dengan perguruan tinggi (university-
affiliated hospital-based), atau militer (military-

based)(10). Residen memiliki status hukum 
sebagai pekerja terhadap institusi penyelenggara 
di keempat sistem tersebut. 

Institusi penyelenggara program residen wajib 
memenuhi standar ACGME sebagai prasyarat 
untuk menerima bantuan pemerintah federal 
dalam penyelenggaraan program pendidikan 
residen(11). Sumber pendanaan berasal dari 
asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah 
federal (Medicare), pemerintah daerah (Medicaid), 
swasta atau melalui program yang ditetapkan oleh 
kementerian kesehatan Amerika Serikat (Health 
Resources and Services Administration - HRSA)
(12). Proporsi pembiayaan terbesar ditanggung 
oleh Medicare melalui dua skema pemberian dana 
yakni langsung (Direct Graduate Medical Education 
– DGME) dan tidak langsung (Indirect Medical 
Education – IME). Skema DGME ditujukan untuk 
kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
proses pendidikan dan pelayanan kesehatan 
yang diberikan residen, sedangkan skema 
IME ditujukan untuk subsidi peningkatan biaya 
perawatan pasien yang berhubungan dengan 
berlangsungnya proses pendidikan residen(13).

Residen di Amerika Serikat menerima insentif 
berbentuk gaji dengan rerata besaran antara USD 
$57.191-76.222 per tahun(14). Pola pemberiannya 
berdasarkan capaian tahapan pendidikan dengan 
rerata peningkatan sebesar 3% antar tahapan. 
Besaran insentif yang diterima oleh residen 
ditentukan oleh institusi penyelenggara. Besaran 
insentif yang diterima oleh residen sama lintas 
program studi pada tahapan yang sama di institusi 
tersebut(14). Institusi penyelenggara pendidikan 
residen menerapkan standar batasan jam kerja 
ACGME dalam kontrak individu residen(15)
United Kingdom

Pendidikan residen menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan merupakan kegiatan inti dari sistem 
kesehatan United Kingdom yakni National Health 
Service (NHS)(16). Sumber dana pendidikan 
residen berasal dari NHS yang dikelola oleh NHS 
Trust. Residen memiliki status sebagai pekerja di 
rumah sakit yang tergabung dalam NHS(17). 

	 United Kingdom menerapkan pola 
pemberian insentif yang bersifat progresif sesuai 
dengan kelompok tahapan pendidikan (band 
system). Rerata besaran insentif yang diterima 
oleh residen di United Kingdom adalah GBP 
52.036–28.243£ per tahun(18). Dalam kontrak 
individu dengan NHS terdapat empat komponen 
insentif yang diterima oleh residen, yakni: gaji 
pokok (salary), lembur (enhanced time rate), 
uang jaga malam (non-resident on call), uang 
jaga akhir pekan (weekend allowance). NHS juga 
memberikan tunjangan kepada residen yang 

Analisis Pola Pemberian Insentif Residen: Diaz Novera
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memenuhi kondisi-kondisi tertentu(18). United 
Kingdom menerapkan standar EWTD dalam 
menentukan batasan jam kerja residen.
Belanda

Pendidikan residen di Belanda berbasis rumah 
sakit dengan status sebagai pekerja terhadap 
rumah sakit pendidikan(19). Belanda mengadopsi 
sistem pendidikan residen yang serupa dengan 
Kanada(20). Pemerintah Belanda menanggung 
biaya pendidikan residen dan mengatur jumlah 
residen yang dapat diterima oleh rumah sakit 
pendidikan(21). Residen memperoleh insentif 
dari rumah sakit pemerintah(21), namun tidak 
tersedia publikasi tentang besaran yang diterima. 
Pemerintah Belanda menerapkan modifikasi 
standar EWTD untuk batasan jam kerja residen dan 
terdapat sanksi bagi rumah sakit pendidikan yang 
ditemukan melanggar ketetapan tersebut(19).
Australia

Australia menerapkan sistem pendidikan 
residen berbasis rumah sakit. Pemerintah federal 
Australia bertanggung jawab terhadap pembiayaan 
pendidikan residen layanan primer, sedangkan 
residen spesialis berada dibawah pemerintah 
negara bagian(13). Residen memiliki status 
hukum sebagai pekerja dengan pemberi kontrak 
kerja mengikuti ketentuan masing-masing negara 
bagian(22). Ombudsman Australia memberikan 
ketentuan dimana kontrak yang diberikan kepada 
residen sedikitnya memuat: besaran gaji yang 
diterima, insentif tambahan, jam kerja, waktu 
cuti dan istirahat, serta sanksi atas pelanggaran 
kontrak(23).

Rerata besaran insentif residen di Australia 
adalah antara AUD $1.063-1.643 per pekan. 
Pola pemberian insentif di Australia merupakan 
progresif sesuai dengan capaian tahapan 
pendidikan dengan rerata kenaikan sebesar 
4%(24). Batasan jam kerja dan waktu istirahat 
residen di Australia ditetapkan oleh Ombudsman 
Australia yakni maksimal 38 jam per pekan, 10 jam 
dalam satu shift dan waktu istirahat selama 30-60 
menit bagi yang bekerja diatas 5 jam dalam satu 
shift(25). Audit oleh Australia Medical Association 
(AMA) menunjukkan bahwa rerata jam kerja 
residen di Australia pada tahun 2016 adalah 57 
jam per pekan(26).
Jepang

Jepang memiliki dua jenis sistem pendidikan 
residen: berbasis rumah sakit universitas (ikyoku) 
dan berbasis rumah sakit non-universitas (non-
ikyoku). Sistem ikyoku merupakan sistem hirarkis 
patriarki dengan seorang kepala departemen 
berada di puncak dan bertugas untuk mengambil 
semua keputusan klinis pasien dan keputusan 

pribadi residen untuk memenuhi misi penelitian 
pendidikan dan pelayanan kesehatan rumah 
sakit(27). Sistem non-ikyoku merupakan adaptasi 
program pendidikan dari Amerika Serikat yang 
mengikuti standar ACGME yang diselenggarakan 
oleh rumah sakit non-pendidikan. Pemerintah 
Jepang menjadi penanggung jawab pembiayaan 
program residen pada kedua sistem tersebut(28).

Residen pada sistem ikyoku menerima insentif 
sebesar 6.478.000 yen per dua tahun dan 9.115.000 
yen per dua tahun untuk sistem non-ikyoku(29). 
Jam kerja residen pada sistem ikyoku ditentukan 
oleh kepala departemen, sedangkan standar 
ACGME diterapkan pada sistem non-ikyoku(30).
Tiongkok

Sistem pendidikan residen di Tiongkok berbasis 
rumah sakit, namun dapat diselenggarakan 
juga oleh perguruan Tinggi(31). Pemerintah 
Tiongkok meluncurkan program Standardized 
Residency Training (SRT) untuk menyeragamkan 
penyelenggaraan program residen di Tiongkok. 
Biaya pendidikan dan insentif residen di Tiongkok 
menjadi tanggung jawab bersama antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan rumah 
sakit pendidikan(32). Rerata besaran insentif yang 
diterima residen di Tiongkok adalah USD $8.940 
per tahun(33). Tiongkok tidak memiliki regulasi 
terkait jam kerja residen, akan tetapi residen dalam 
SRT bekerja lebih dari 60 jam per pekan(34). 
Singapura

Residen di Singapura merupakan pekerja 
dibawah kontrak dengan badan usaha 
kementerian kesehatan Singapura (MOH 
Holdings). Pendidikan residen di Singapura 
berbasis sistem kesehatan akademik (AHS) 
yang membawahi MOH Holdings(35). Rumah 
sakit pendidikan yang tergabung dalam AHS 
di Singapura mengikuti standar ACGME dalam 
menyelenggarakan pendidikan residen termasuk 
dalam hal pengaturan jam kerja dan istirahat. 
Rincian terhadap besaran insentif serta hak dan 
kewajiban residen lainnya tertuang dalam kontrak 
individu residen dengan AHS(36). Tidak tersedia 
berapa besaran insentif yang diterima oleh residen 
di Singapura.
Indonesia

Indonesia menerapkan sistem pendidikan 
residen berbasis perguruan tinggi. Residen 
merupakan peserta didik universitas yang 
ditempatkan di rumah sakit pendidikan selama 
masa pendidikannya. Biaya pendidikan dibebankan 
perguruan tinggi kepada residen dan tersedia 
berbagai beasiswa untuk pendidikan residen. 
Rumah sakit pendidikan memperoleh kontribusi 
dana pendidikan residen dari perguruan tinggi. 
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Pembiayaan operasional rumah sakit pendidikan 
menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik 
rumah sakit pendidikan dan perguruan tinggi(1).

Residen di Indonesia yang terlibat dalam 
penanganan pandemi covid-19 memperoleh 
insentif dari kementerian kesehatan sebesar 
Rp. 12.500.000,- per bulan(37). Insentif 
diberikan merata lintas program studi dan 
tahapan pendidikan. Pada kondisi pandemi 

juga kementerian pendidikan dan kebudayaan 
mengeluarkan kebijakan rekomendasi batasan 
jam kerja antara 72-88 jam per pekan dengan 
waktu istirahat saat bertugas selama paling sedikit 
setengah jam setelah bekerja selama 4 jam secara 
terus menerus(38). Tidak tersedia informasi terkait 
pola pemberian insentif dan batasan jam kerja 
yang non-insidental.

Tabel 1 Perbandingan Antar Negara

Negara Sistem Pendidikan Status Hukum Rerata Besaran Insentif 
per Tahun dalam USD Pola Pemberian Insentif Regulasi Jam Kerja dan 

Istirahat

Amerika Serikat

ACGME approved:
- Hospital-Based
- University-Based
- University-Affiliated Hospital Based
- Military-Based

Pekerja 57.191-76.222 Progresif sesuai tahapan 
pendidikan

ACGME 
(maksimal 80 Jam per Pekan)

United Kingdom Hospital-Based Pekerja 37.280-68.687 
(GBP 1 = USD 1,32)

Progresif sesuai tahapan 
pendidikan 

EWTD 
(maksimal 48 Jam per Pekan)

Belanda Hospital-Based Pekerja Tidak tersedia Tidak tersedia EWTD 
(maksimal 46 Jam per Pekan)

Australia Hospital-Based Pekerja 40.371-62.398
(AUD 1 = USD 0,73)

Progresif sesuai tahapan 
pendidikan

Australia Fairwork 
(maksimal 38 Jam per Pekan)

Jepang Hospital-Based Pekerja
Ikyoku: 40.487
Non-Ikyoku: 56.968
(JPY 80 = USD 1)

Otonomi kepala 
departemen (Ikyoku) ACGME (Non-Ikyoku)

Tiongkok Hospital-Based
University-Based Pekerja 8.940 Tidak tersedia Tidak tersedia

Singapura AHS-Based Pekerja Tidak tersedia Sesuai kontrak kerja ACGME 
(maksimal 80 Jam per Pekan)

Indonesia University-Based Siswa Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia

Status hukum residen di berbagai negara 
adalah sebagai pekerja sesuai dengan sistem 
pendidikan yang mayoritas berbasis rumah sakit 
sedangkan Indonesia menerapkan sistem yang 
berbasis universitas sehingga status residen 
adalah sebagai peserta didik. Status hukum 
residen sebagai pekerja memiliki konsekuensi 
terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku 
di negara tersebut seperti kewajiban pembiayaan 
pajak dan jaminan sosial(39). 

Peran residen sebagai tenaga kesehatan yang 
terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional pada 
masing-masing negara menempatkan pemerintah 
atau asuransi kesehatan sebagai ‘payer’, institusi 
penyelenggara pendidikan residen sebagai 
‘provider organization’, dan residen sebagai 
tenaga kesehatan yang menerima insentif. 
Struktur kendali dan mekanisme penyaluran 
insentif dari ‘payer’ beragam dan disesuaikan 
dengan sistem kesehatan masing-masing negara. 
Jika menggunakan model yang sama, payer 
dalam program pendidikan residen di Indonesia 
sebaiknya berasal dari pemerintah selaku pemilik 
rumah sakit pendidikan dan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku operator 
Jaminan Kesehatan Nasional. 

Amerika Serikat, United Kingdom dan Australia 
mempublikasikan besaran dan rincian insentif yang 
diberikan kepada residen di situs resmi institusi-

institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan 
pendidikan residen. Hal ini memungkinkan 
residen untuk memilih institusi yang paling 
memenuhi kebutuhan mereka. Pemberian insentif 
untuk residen di berbagai negara menggunakan 
pola progresif sesuai dengan capaian tahapan 
pendidikan. Rerata besaran insentif yang diberikan 
kepada semua negara menyerupai pendapatan 
domestik bruto (PDB) per kapita negara tersebut. 
Jika menggunakan model yang serupa dengan 
negara lainnya, maka besaran insentif yang wajar 
diterima oleh residen di Indonesia adalah sebesar 
USD $4.135 (Rp. 57.890.000,-) per tahun(40).

Negara-negara di dunia mengacu kepada 
ACGME atau EWTD untuk menyusun kebijakan 
terkait batasan jam kerja residen(41). Rincian 
terkait insentif, jam kerja, waktu istirahat serta 
hak dan kewajiban residen lainnya tertulis 
dalam kontrak individu residen dengan pihak 
penyelenggara pendidikan.

Permasalahan dalam sistem pendidikan residen 
berbasis perguruan tinggi di Indonesia adalah 
jumlah residen yang dikirimkan melebihi daya 
tampung rumah sakit pendidikan untuk memenuhi 
hak dan kewajiban residen sesuai dengan 
undang-undang pendidikan kedokteran(42,43). 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
mengadopsi sistem semi-hospital-based dalam 
model pengiriman residen(43,44).
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Gambar 2 Model Pengiriman Residen Semi-Hospital Based

Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 
mengatur bahwa salah satu bentuk kerjasama 
antara perguruan tinggi dengan rumah sakit 
pendidikan adalah dengan bentuk AHS yang 
mendorong terwujudnya integrasi fungsional antara 
pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat(45). AHS 
merupakan bentuk kerjasama yang ideal untuk 

menyelenggarakan pengiriman residen dengan 
sistem semi-hospital based dimana secara 
operasional perguruan tinggi dapat mengirimkan 
residen langsung kepada rumah sakit pendidikan 
yang tergabung dalam AHS sesuai dengan daya 
tampung yang dimiliki oleh masing-masing rumah 
sakit pendidikan(44). 

Gambar 3 Rekomendasi Model Pemberian Insentif Residen di Indonesia

Residen yang dikirimkan ke rumah sakit 
pendidikan yang telah ditetapkan oleh perguruan 
tinggi kemudian menandatangani kontrak dengan 
rumah sakit pendidikan tersebut dan perguruan 
tinggi terkait insentif, jam kerja, waktu istirahat, 
perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban 
lainnya(43). Diharapkan dengan model ini 
dapat terjadi keseimbangan antara jumlah dan 
kebutuhan rumah sakit akan residen. Perwujudan 

model ini membutuhkan dukungan regulasi dan 
kolaborasi lintas sektor pemerintah(44).

KESIMPULAN
Status hukum residen di berbagai negara adalah 

sebagai pekerja yang merupakan konsekuensi 
dari sistem pendidikan yang berbasis rumah sakit. 
Hal ini berbeda dengan status hukum residen 
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di Indonesia sebagai pelajar yang merupakan 
konsekuensi dari Undang-undang Pendidikan 
Kedokteran. Hak residen atas perlindungan hukum, 
waktu istirahat dan insentif dilindungi oleh undang-
undang. Rumah sakit pendidikan di Indonesia 
dapat menerapkan pola pemberian insentif untuk 
residen yang progresif sesuai dengan tahapan 
pendidikan dengan rerata besaran mengikuti PDB 
per kapita.
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